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Hindari, Modus Jual Beli Jabatan!

KOMISI Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK) mencatat, dalam pe-
riode 2016-2021 ada tujuh kasus
jual beli jabatan yang dilakukan
kepala daerah (kepda) dan kasus-
nya ditangani KPK. Sebagaimana
diberitakan KR, Kamis (2/9),
menurut Plt Juru Bicara KPK Ipi
Maryati Kuding, jual beli jabatan
menjadi salah satu modus korupsi
yang kerap dilakukan kepala
daerah.

Selain itu, KPK juga mengidenti-
fikasi beberapa sektor yang rentan
terjadi korupsi, di antaranya terkait
belanja daerah seperti pengadaan
barang dan jasa. Selain itu korupsi
pada sektor penerimaan daerah
mulai dari pajak dan retribusi
daerah maupun pendapatan dae-
rah dari pusat dan korupsi di sek-
tor perizinan mulai dari pemberian
rekomendasi hingga penerbitan
perizinan.

Dari situ kita melihat memang
banyak peluang kepala daerah
untuk melakukan korupsi atau tin-
dak penyelewengan. Karena itu,
pengawasan kepada kepala
daerah memang perlu terus di-
lakukan, baik secara internal
melalui sistem dan mekanisme
yang ada, maupun pengawasan
secara eksternal melalui berbagai
lembaga yang sudah dibentuk
maupun oleh masyarakat (terma-
suk di dalamnya LSM).

Mendagri Tito Karnavian, seba-
gaimana diberitakan koran ini ke-
marin, juga sudah meminta peme-
rintah daerah (pemda) memperku-
at pengawasan internal dengan
meningkatkan kapasitas Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) di daerah, baik secara kua-
litas maupun kuantitas. Mendagri
menilai, pengawasan tersebut
penting demi mengurangi moral
hazard untuk memperbaiki keku-
rangan yang masih terjadi.

Sebagaimana diketahui
bersama, untuk menjadi kepala
daerah memang membutuhkan
biaya sangat besar. Bukan hanya
puluhan atau ratusan juta, tetapi
angkanya sampai miliar. Antara
lain untuk membiaya kegiatan
kampanye, fasilitas kampanye,
memberi fasilitas umum agar ma-

syarakat memilihnya, sampai
membayar honor saksi di semua
TPS. Konon dana yang dikelu-
arkan tidak sebanding dengan
pendapatan resmi yang diperoleh
setiap bulan. Bahkan dengan aku-
mulasi pendapatan resmi selama
menjabat pun belum buk.

Maka di masyarakat sering
muncul rasanan, pasti setelah
menjabat akan berusaha golek
balen. Apalagi kalau masih ingin
menjabat untuk periode berikut-
nya, konon juga akan mencari
bekal untuk maju lagi. Mungkin
pendapatan tidak resmi itu bisa di-
raih melalui berbagai indikator ko-
rupsi yang sudah disebutkan di
atas. Antara lain melalui jual beli
jabatan. Terbukti sudah ada 7
kepala daerah yang terkena ope-
rasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Sementara itu dengan adanya
jual beli jabatan pasti akan menim-
bulkan rentetan korupsi berikut-
nya. Sebab, orang yang men-
duduki jabatan karena menyuap,
tidak tertutup kemungkinan akan
golek balen juga dengan me-
nyalahgunakan jabatannya.
Akhirnya korupsi akan terus mera-
jalela.

Karena itu modus jual beli ja-
batan kiranya termasuk aspek
yang perlu terus dilakukan peng-
awasan, baik secara internal
maupun eksternal. Tentu aksi ko-
rupsi ini akan dilakukan secara
rapi, baik oleh penjual maupun
pembelinya. Namun aparat terkait
pasti punya banyak kiat untuk
mengendusnya. Selain itu masya-
rakat yang mengetahui, misalnya
yang gagal karena tidak menyuap,
tidak perlu ragu menyampaikan la-
poran kepada pihak yang berwe-
nang. Sedang secara internal
mestinya dibuat sistem dan me-
kanisme rotasi, mutasi, maupun
promosi jabatan dengan segala
macam aturan yang profesional
dan semua proses dilakukan se-
cara transparan.

Terkait korupsi, kita semua me-
mang masih perlu terus kerja
keras dalam melakukan antisipasi
maupun penindakan. Karena itu
peran serta berbagai pihak sangat
diperlukan. O
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Belajar di Kelas Besar

BELAJAR merupakan kebu-
tuhan mendasar, kapan dan di
mana pun berada harus tetap ber-
jalan. Belajar di masa pandemi
bisa dikata seperti kelas besar,
sebab menggunakan ruangan tak
terbatas kelas. Semua berada di
ruangan alam yang menyediakan
berbagai sumber untuk belajar.

Kondisi alam sekitar menjadi
perhatian utama. Kita bisa mela-
kukan pengamatan alam sekitar.
Hal ini bisa sebagai bahan ajar.
Juga soal aktivitas setiap individu
yang menyangkut pembiasaan hi-
dup. Meliputi kegiatan yang ter-
atur, disiplin dan tanggung jawab.

Belajar menjadi tanggung
jawab bersama-sama sekian
banyak peserta didik, dan menun-
tut peran keluarga yang sungguh-
sungguh.

Peran strategis keluarga senan-

tiasa memegang kunci pokok.
Kaitannya soal upaya menanam-
kan disiplin diri. Melaksanakan tu-
gas dan kewajiban agar tetap
terkait di antara anggota keluarga
tersebut, karena rumah menjadi
tempat untuk menyelenggarakan
kegiatan ini. Peran setiap rumah
sangat dominan. Sekecil apapun
harus tetap belajar untuk menge-
nal dan memaksimalkan kondisi
yang serba terbatas.

Kesabaran dan disiplin dalam
menunggu keadaan aman, tetap
semangat dalam menggapai
masa depan, jadikan sebagai
kawah penggemblengan diri.
Hasilnya akan tampak saat mela-
ju menuju masa depan yang lebih
menjanjikan. 0

*) Wiyono Agung Sutanto
SPd, Guru SDN Bendungan Il
Karangmojo, Gunungkidul.

Mural Sebagai Rem Moral

MURAL berada pada persimpangan
antara seni dan vandalisme, karenanya
ruang kosong bisa menjadi indah ataupun
rusak. Terlepas dari pro-kontra atas
maraknya mural di ruang-ruang publik,
saat ini mural menjadi lebih dari sekadar
aksi mencoret-coret tembok. Seni lukis
tersebut dapat menjadi media ekspresi pu-
blik untuk mencurahkan pendapatnya,
terutama kritik atas kebijakan publik.

Pemberitaan mengenai penghapusan
mural yang sering terdengar belakangan
ini, mencerminkan sikap dari penguasa
yang terkesan anti-kritik. Tidak seka-
dar menghapus muralnya, pembuat
mural tertentu konon juga tengah di-
cari-cari. Hal tersebut menunjukkan
bahwa mural benar-benar dapat men-
jadi media kritik efektif, tercermin dari
bagaimana pihak yang dikritik mere-
spons kritikan tersebut.

Pencekalan

Apabila pencekalan mural dilakukan
dengan dalih mengganggu ketertiban
umum ataupun merusak fasilitas pu-
blik, lalu bagaimana dengan selebaran
poster dan baliho dari politisi yang
terkadang ‘menyerobot’ ruang-ruang
kosong menjelang pemilihan umum?
Aparat perlu menyikapi keduanya se-
cara proporsional. Perusak fasilitas
umum memang perlu diadili atas tin-
dakannya, namun bukan karena ek-
spresinya. Pencekalan atas ekspresi
yang bahkan tidak merugikan siapapun,
tentu merupakan kemunduran dalam
berdemokrasi.

Muralisasi kritik, terlebih pada tempat
yang tepat, justru patut diapresiasi kare-
na menjadi manifestasi pengawasan pu-
blik atas kinerja dari sosok-sosok yang di-
pilihnya pada pemilihan umum atau pe-
milihan legislatif melalui jalur keindah-
an. Hal ini sebenarnya bukanlah barang
baru, sebuah lembaga negara pernah
mengadakan lomba kritik melalui stand-
up comedy. Artinya, apabila ruang untuk
melakukan kritik tersebut difasilitasi,
maka justru mural-mural tersebut akan
menjadi ruang kritik yang estetis dan ter-

Thoriq Tri Prabowo

lokalisasi tanpa merusak fasilitas publik.

Alih-alih mengapresiasinya dengan
menyediakan fasilitas, pemangku kebi-
jakan justru memilih jalan untuk mela-
kukan penghapusan mural. Penghapus-
an mural tersebut ternyata tidak mem-
buat publik jera, malah memicu kreativi-
tas lainnya. Belum lama ini terdapat
lomba mural, bukan lomba terkait aspek
seni maupun kreativitas mural, melain-

kan mural yang paling cepat dihapus lah
yang akan menjadi juaranya.

Prinsip mengenai bagaimana mural
mampu menjangkau alam bawah sadar
juga perlu dipahami pembuat mural.
Selain membuat mural yang mampu
‘mengganggu’ pemangku kebijakan, seni-
man mural juga perlu membuat mural
yang mampu memicu optimisme publik.
Dengan demikian publik juga akan
merasa bahwa pembangunan bangsa ti-
dak hanya dilakukan oleh pemerintah,
melainkan juga bergantung atas kon-
tribusi mereka.

Momentum Kolektif
Persoalan mengenai mural baru-baru

KR-JOKO SANTOSO

ini dapat menjadi momentum kolektif se-
bagai rem moral, baik untuk pemangku
kebijakan maupun masyarakat. Untuk
pemangku kebijakan, seni yang dibuat
masyarakat perlu dijawab dengan seni
dalam membuat dan mengimplemen-
tasikan kebijakan. Apakah kebijakan-ke-
bijakan tersebut sudah berpihak pada
masyarakat atau belum. Kesejahteraan
masyarakat sudah semestinya menjadi
landasan utama dalam mengambil kebi-
jakan.

Di sisi lain, ketika pemangku kebi-
jakan tengah melakukan evaluasi atas
kinerjanya, publik juga perlu mereflek-
sikan peran dan kontribusinya sebagai
warga negara. Bisa jadi persoalan-per-
soalan sosial yang terjadi justru terjadi
karena abainya publik terhadap peran-
nya. Sebagai contoh, di masa pandemi
Covid-19, masih banyak publik yang
abai terhadap protokol kesehatan se-
hingga pandemi tidak kunjung ber-
akhir. Dalam hal ini publik turut men-
jadi penyebab persoalan yang mereka
visualisasikan melalui mural.

Mural adalah visualisasi dari ekspre-
si kritik publik. Pemangku kebijakan
cukup menyikapinya secara propor-
sional, tanpa perlu bertindak represif.
Memberikan ruang untuk berekspresi
justru akan merekatkan hubungan pe-
mangku kebijakan dan masyarakat.
Yakni hubungan antara pembuat kebi-
jakan dengan pengawasnya. [

*) Thoriq Tri Prabowo MIP, Dosen
Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih par-
tisipasinya dalam menulis dan mengirimkan
artikel untuk SKH Kedaulatan Rakyat.
Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan
lewat email : opinikr@gmail.com dengan
panjang tulisan antara 535 - 575 kata, de-
ngan mengisi subjek mengenai isu yang di-
tulis serta jangan lupa menampilkan foto-
copy identitas. Terimakasih.

Keistimewaan dan Keagamaan di Yogya

BAGI orang-orang beragama, Keis-
timewaan DIY diyakini dan disyukuri
sebagai anugerah Tuhan Yang Maha
Esa. Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2012 tentang Keistimewaan DIY (UUK)
yang berumur 9 tahun telah menjadi
berkah bagi semua kelompok agama
dan sistem kepercayaan yang tumbuh
di Yogya. Karena itu semua warga DIY
dari latar belakang apa pun agamanya
perlu mendukung pelaksanaan UUK
untuk mengimplementasikan dalam ke-
hidupan bermasyarakat.

UUK memberi dua landasan penting
bagi kehidupan keagamaan yang kon-
dusif di Yogya. Pertama, Pasal 5 UUK
menegaskan bahwa salah satu tujuan
Keistimewaan Yogya adalah mewujud-
kan masyarakat dan pemerintahan
yang berbasis pada prinsip ke-bhin-
neka-tunggal-ika-an. Kedua, Pasal 7
UUK menegaskan bahwa pembangun-
an kebudayaan merupakan salah satu
urusan yang merupakan kewenangan
istimewa DIY.

Kerukunan

Penekanan pada prinsip ke-bhin-
neka-tunggal-ika-an menjadi dasar
kerukunan semua kelompok agama
yang ada di DIY. Konflik SARA sudah
terjadi di mana-mana akibat rendah-
nya toleransi dan penghargaan ter-
hadap perbedaan dan keberagaman.
Fanatisme dan radikalisme terjadi ma-
nakala keberagaman agama-agama ti-
dak diakui dan dihormati secara baik
dan benar.

UUK DIY juga memberi mandat
kepada pemerintah dan masyarakat
untuk bersama-sama membina keru-
kunan antar umat beragama. Pasal 5
ayat (1) huruf ¢ menegaskan bahwa tu-
juan Keistimewaan DIY adalah untuk
mewujudkan tata pemerintahan dan
tatanan sosial yang menjamin ke-bhin-
neka-tunggal-ika-an. Artinya, kehar-
monisan SARA (Suku, Ras & Agama)

Philipus Setyanto

adalah visi Keistimewaan Yogya. Lalu
pada ayat (4) dijabarkan bahwa kebhin-
nekaan itu diwujudkan dengan (a)
pengayoman dan pembimbingan ma-
syarakat oleh Pemerintahan Daerah
DIY, dan (b) pemeliharaan dan pen-
dayagunaan nilai-nilai musyawarabh,
gotong royong, solidaritas, tenggang
rasa, dan toleransi oleh Pemerintahan
Daerah DIY dan masyarakat DIY.

Di dalam kebudayaan Yogya terdapat
ungkapan agama ageming aji yang
menjadi pedoman etika dan moral da-
lam hidup beragama. Agama itu ibarat
busana (ageman) seorang raja atau pri-
badi yang mulia. Busana kerajaan ten-
tunya serba indah dan istimewa sehing-
ga hanya seorang rajalah yang layak
memakainya. Adapun figur raja merep-
resentasikan pribadi mulia dengan
karakter dan kepribadian yang luhur.
Artinya, beragama harus dilandasi de-
ngan praktik etika dan moral yang
adiluhung.

Ungkapan agama ageming aji

padai berkaitan dengan politik itu
sendiri. Mantan Ketua PP Muham-
madiyah Syafii Maarif mengatakan
bahwa saat agama dijadikan alat poli-
tik, orang mudah sekali mengem-
bangkan kultur kebencian. Tindakan
intoleran tumbuh dari hati yang
dipenuhi kebencian, lahir dari kepriba-
dian yang buruk, bukan dari agama
atau kebudayaan yang luhur.

Prinsip agama ageming aji di sisi lain
menuntut kaum agamawan untuk
membentuk pribadi-pribadi berkarak-
ter mulia seperti seorang raja yang arif
dan bijaksana. Semua agama dan kebu-
dayaan Yogya sama-sama mengajarkan
dan membentuk kepribadian mulia.
Dengan demikian Keistimewaan DIY
dan kebhinnekaan keagamaan di DIY
adalah dua energi yang akan melahir-
kan manusia-manusia Yogya yang mu-
lia. Hal itu menjadi ukuran keberhasil-
an dari implementasi Keistimewaan
dan keagamaan DIY. O

*) Philipus Setyanto ThM,
Wakil Ketua Umum DPP Majelis
Umat Kristen

menjelaskan mengapa ada orang
beragama atau orang yang
mengaku beragama berbuat ja-
hat. Hal itu seperti busana kera-

jaan yang bisa disalahgunakan Tempat wisata di DIY diburu.
orang-orang yang tidak ber- -- Sudah banyak yang jenuh.
%%

karakter dan tidak berkepribadi-
an luhur. Politisi kotor memakai
agama sebagai alat kekuasaan.
Kaum kapitalis serakah meman-
faatkan agama untuk melancar-
kan kolonialisme ekonomi. Para
penjahat kemanusiaan menggu-
nakan agama sebagai alat pem-
benaran aksi-aksi kejahatannya.

Alat Politik
Hoaks, niat busuk terhadap

lawan politik, yang merebak di
tahun-tahun politik patut diwas-

Musik tradisi masuk pendidikan formal.

terkait?

Sebagian wilayah rawan bahaya keke-
ringan.
-- Lantas antisipasinya bagaimana?

Fojok kKR

Bagaimana kesiapan pihak
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